
SALIITAN

BT'PATI NEDIRI

PROVUTSI JAITA TIUTIR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 25 TAHUN 20122

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERIA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TU}I,AN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaktanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2AL6 tentang

Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah Kabupaten

Kediri, rnake perlu mengatur Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian T\rgas dan Ftmgsi serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang proposional, efektif

dan efisien sebagai bentuk penyederhan€tan birokrasi, perlu

dilakukan penyesuaian terhadap strsunan organisasi, uraian

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2Of6

tentang Kedtrdukan, Susunan Orgaoisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencratatan

Sipil Kabupa.ten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan

dinamika dan perkembang€rn Pemerintah Kabupaten Kediri

sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentaag Pembentukan

Daerah.-daerah Kabupten di Linglungan Provinsi Jawa

Timr.r (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nemer

4l|, sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Ferubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupa.ten di Lingkunga* Pnovinsi Jawa

Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, ?ambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentrrkan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot1, Nomor 82, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairaana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OLt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor

183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

63e8);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4

Nomor 6, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali

telah diubah terakhir dengan Undang-Uadang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Al4 hntang Pemeriatatran Daerah

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Talrrbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567elr;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun' 2AL6 tentang

Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A1.6 l{ornor 114, Tambahan Lernhran Negara

Republik Indonesia Nomor 588T sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahtun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor L87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manqiemen Pegawai Negeri Sipil (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o.fi Nomor 63, Tamkhan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6A37t sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20120

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol7 tentang Manqiemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6a771;

8. Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2o-17

Nomor 73, Tambahan Irrnbaran Negara Reptlblik Indonesia

Nomor 60tz+f );

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2A2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20fi tentang Fembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 186);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahua 2015

tentang Pernkntukan Produk Htrklrm Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2C13- Nomor 2036) sehgaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Hegeri Nomor

12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telatr diubah d.engan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2A13 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o{oo: tentang Administrasi

Kependudukan;

12. Peratur:an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor t7 Tahun 2A2t tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarz. dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang

Penyederhanaan Strulrttrr Organisasi pada Instansi

Pemerintah urrtuk Penyederhanaac Birokrasi;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2U-16

tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri firmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

Kediri Noraor ru71;

*IE}IUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TEI.TTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, IJRAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEHCATATAN SIPIL KABI.}PATEN

KEDIRI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaterr adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaterr Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri-

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Dinas Kependudukan dao Pencatatan Sipil yang sel,anjutnya

disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependuduten dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Siprl Kabupaten Kediri.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutrrya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada

Dispndukcapil.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yarrg berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan playanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu-

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dispendukcapil merupakan unsur pelaksana urusan

pe'merintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

(2', Dispendukcapil dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di barpah dan bertanggungjaurab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah-

t3) Dispendukcapil ss$agaimana dimaksud pada ayat {1}

mempunyai tugas membantu Bupati dalam rrrenyelenggarakan

rlrusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(41 Dispendukcapil dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3| menyelenggarakan fungsi :

a- perurnusan kebijakan teknis di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;
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b. peayelenggaraan urusan pemerintahar dan pelayanan

urnunft di bidang admirristrasi kcpendudukan dan

pencatatan sipil;

c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang

administrasi kependudukan dan lrencatatan sipil;

d- pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikart oleh Bupati sesuai

derrgan peraturan perundang-undangaa-

Pasal 3

(11 Susunan Organisasi Dispendukcapil terdiri atas :

a. I(epala Dinas;

b. Sekretariat membaqrahi :

1- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Fmanfaatan Data;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

{21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawa}r dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepata Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas-

(4) Masing-rnasing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang krada di baurah dan bertansgung jawab kepada

Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsianal.

Pasal 4

Bagan Organisasi Dispendukcapil tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-
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BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merr5rusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, rnembina,

melaksanakan dan mengendalikan administrasi

kesekretariatan, kepegawaian, ketlangan, rrmah tanqga dan

sarana prasarana

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksrrd pada ayat

( U, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebliakan teknis

Dinas;

b. pengelolaan urarsan rumah tangga, surat mer{rurat,

kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan

perpustakaan;

c. penJrusunan rancangan kebijakan teknis Dinas;

d. pen)rusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem

informasi, pemantauan daa evahrasi kegiatan Dinas;

e. pel,aksanaan pembinaan, lrengelolaan dan pngendalian

administrasi kepegawaian, ker.langan datn sarana

prasar€rna;

f. penJrusunan profil Dinas;

g. pengoordinasianpelaksanaantugasbidang-bidang;

h. pengoordinasian perrJrusunan rancangan peraturan

perundang-undangan bidang administrasi kependudukan;

i. pelaksanaan analisa jabatan dan beban keda;

j. pembagian tugas pada bawahan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

k. penga\rasan dan pengendalian bwahan; dan

l. pelaksanakan tugas-tngas lain yang diperintahkan oleh

Kepala Dinas.
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Pasa] 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kelregawaian memptrrryai trrgas

melakukan urusan rurnah tanga, surat men5rurat, kearsipan,

dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sacrna Prasanaqa dan

administrasi kepegawaian-

Pasal 7

Kepala Sub Bagan Keuangan memprrnyai tugas melakukan

penyiapan bahan penJrusunan anggzrran, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan urnggaran serta pengelolaan dan penyiapan

bahan pelaksanaan verilikasi, penatausatraan, trrerbendaharaan dan

pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,

serta penyiapan bahan tangapan pemeriksaan.

Bagran Kedua

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

tl) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk"

(21 Untuk mel,aksanakan tugas sehgaimana dimaksud pada ayat.

(1), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Fenduduk

menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan perencanaan pelayanan pendaftaran

penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

trrelayanan pendaftaran penduduk;

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

f- pelaksanaan pendokumerrtasian hasil pelayanan

pendaftaran penduduk;
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g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk;

h. pelaksanaan administrasi dan tata usa.ha Bidang

Pelay anan Pendaft aran Penduduk ;

i. pembagian tugas pada bawahan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

j" pengarnrasan dan pengendalian bawa-tran; dan

k. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh

Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 9

tU Kepala Bidang Pelayanan Fencatatan Sipil mempurryai tugas

melaksanakan penyiapan perumus€Ltl keb{iakan teknis dan

pel,aksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil"

{21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan lrcrerrcanaan pel,ayanan peneatatan sipil;

b. Frurnrrsarr' kebliakan tekds pencatatan sipil;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi plaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan

pencatatan sipil;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil;

i. pembagian tugas pada baqrahan sesuai dengan tugas darr

fungsinya; dan

j. penga*rasan dan pengendalian bawahan.
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Bagan Keempat

Bidang PengelcLaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

kmanfaatan Data

ksal lO
(1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempurryai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, kerja sama administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

kependudtrkan serta inovasi pelayanarr administrasi

kependudukan-

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan

fungsi:
a. penJrusunan, perencanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan, kerja sama administrasi

kependudukan serta inovasi pelayanaa administrasi

kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan inforurasi

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan, kerja sama adrnirristrasi

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja

saflra administrasi kependudukan serta inovasi 1relayanan

adrninistrasi kependudukan;

d- petraksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dart dokumen

kependudukan, keda sama administrasi kepndudukan

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
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e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaaa peagelolaan

informasi admirnistrasi kepndudukan, pernanfaatan data

dan dokumen kependudukan, kerja sailra administrasi

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

f- pengoordinasian pemanfaatan dan pengelolaan data arsip

dlgltal dan data arsip dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil;

g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Pengelolaan Inf,ormasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data;

h. pembagian tugas pada baxrahan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

i. pengawasan dan pengendalian bawahan.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetafrkan oleh Kepala Dinas dalam

bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah

BAB TV

UPTD

Pasal 12

(1, UPTD merupakan urslrr pelaksana tekris operasional

Dispendukcapil.

tzl UPm dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di barrah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya,UPTD menyelenggarakan fungsi :

a- pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengaa bidang

operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan admirristrasi teknis operasional-

Pasal 14

Jumtah, Nomenklatur, Susrrnan Organisasi dan Uraian Tbgas dan

Fungsi UPTD ditetapkan daiam Peraturan Bupati tersendiri.
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BAB V

KEICMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(U Kelompok Jabatan F\rngsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

{21 Setiap kelompk dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebututran dan beban kerja, sesuai

peraturan peru*dang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabtan Fungsional sebagaimana dircaksud Fda
ayat (I! dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-

koordinator sesuai dengan ruang linglrup bidang tugas dan

fungsi jabatan pimpinan tinggi pratatfia masing-masing.

(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas membantu Kepata Bidang dalam

pen5rusunan rencana, pelaksanaan dan pengeadalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok

substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi-

(6) Sub-koardinator sebagaimana dimaksud pda ayat (5)

ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah-

l7l Ketentuan merrgenai pembagian tugas Kelompok sub-

substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5, ditetapkan

melalui Keputusan Bupati.

BAB VT

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam relaksanakan tugas pokok dan fr:ngsirrya K€pala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, I(;epla UPID dan

Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi da:e sinkronisasi baik dalam Iingkungan rnasing-rnasing

mauplrn antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah

Daerah serta Instansi lain di luar Femerintah Daerah sesuai

dengan tugas pokoknya masing-masing.
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(21 Setiap pernirnpin satuar organisasi mengawasi bawahannya

masing-rnasing dan bila terjadi perryimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan.

(31 Setiap pernimpin satuan organisasi bertangung jawab

memimpin dan meagoordinasikan baqrahan masing-rnasing

dan memberikan bimbingan serta petumjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya-

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertangung jawab pada atasannya masing-

masing serta merryampaikan laporan berkala tepat walctu-

(5) Setiap laporan yacg diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dan bawahannya diotrah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk perr5rusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan lapor;an masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan disarnpaikan pula kepada satuan orgaraisasi

lain yang secan:a fungsional rnempunyai hubungan kerja.

BAB \III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHET.ITTAN

DAI.AM JABATAN

Pasal 17

Kepala Dinas, Setffetaris, KryaIa Bidang, Kepala Sub Bagian, dan

dan Kepala UPTD diangfuat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-r-mdangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai

dengan ditetaftkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dala-ur Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 10 - 6 - 2422

BI'PATI reDIRT,

ttd

HAITItrTDHII1O HIMASAff PRA}IAITA

Diundangkan di Kediri

padatanggal 10 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAII KABI'PATEIT KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAII I(ABT'PATEil KEDIRI TAIIIII{ 20,22 TOUOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a,n, SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
u.b.

PIt. KEPALA HUKUM

Penata Tingkat I
NrP 1966Lt25 198903 1 010



BAGAN ORGANISA$I
qINAS KEL.ENDUDUKAN pAry PENS;ATATAN SIPIL

LAMPIRAN

Salinan sesual dengan aslinya
a.n, SEKRETARIS DAERAH
Aslrten Pemorintahan dan

Kecejahtetaan Ralqat

Plt,

Penata

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL: 10 " A -2022

BUPATIKEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

KEPA13 DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEI-AYANAN PENCATATAN

SIPIL

KELOMPOK JABATAN
FUNGgIONAL

NrP 19661125 l 1 010

l


